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Abstract

The development of E-Government in Indonesia shows a decrease and increase every year. The indices
that influence include the Online Service Index, the Telecommunication Infrastructure Index, the Human
Capital Index. This paper aims to analyze the application of E-Government in Indonesia. This research
uses data from a UN survey through the UN E-Government Knowledgebase. Based on the results of this
study, the index of E-Government implementation in Indonesia has decreased and increased 0.4949 in
2012, 0.4487 in 2014, 0.4478 in 2016 and 0.5258 in 2018, which shows that the implementation of E-
Government in Indonesia has decreased in the period 2012-2016 and an increase in the 2016-2018
period, which means that the Indonesian government began to improve E-Government in Indonesia.
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Abstrak

Perkembangan E-Government di Indonesia menunjukkan penurunan dan peningkatan setiap tahunnya.
Indeks-indeks yang memengaruhi antara lain Online Service Index, Telecommunication Infrastructure
Index, Human Capital Index. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Government di
Indonesia. Penilitian ini menggunakan data dari survei PBB melalui UN E-Government
Knowledgebase. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan indeks penerapan E-Government di
Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan 0.4949 pada tahun 2012, 0.4487 pada tahun 2014,
0.4478 pada tahun 2016, dan 0.5258 pada tahun 2018, yang menunjukkan bahwa penerapan E-
Government di Indonesia mengalami penurunan pada periode 2012-2016 dan peningkatan pada periode
2016-2018, yang berarti bahwa pemerintah Indonesia mulai memperbaiki E-Government yang ada

di Indonesia.

Kata Kunci: e-government; website; media pelayanan publik; evaluasi website; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang
sangat penting dalam era informasi masyarakat
saat ini. Teknologi informasi tidak hanya
dibutuhkan oleh bisnis dan sektor publik tetapi
juga pemerintah atau publik. Pemerintah
membutuhkan teknologi informasi untuk
melayani masyarakat. Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh
pemerintah dalam layanan publik disebut E-

Government.  Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi (TIK) menjadi media yang penting
bagi organisasi untuk berinteraksi secara timbal
balik dengan berbagai pemangku kepentingan
yang kompeten, untuk mempromosikan produk
dan layanan mereka, untuk berbagi informasi
dan mendapatkan komunikasi melalui
komunitas global, dan untuk evolusi proses
transaksi bisnis. Pemerintah menggunakan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam proses tata kelola untuk meningkatkan
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efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas dalam pemerintahan. Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) modern seperti
internet, komunikasi bergerak, perangkat
nirkabel dan kombinasi teknologi lain yang
digunakan untuk mengimplementasikan solusi
E-Government.  Perkembangan  Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam dekade
ini telah menunjukkan perkembangan yang
signifikan ke banyak bidang tidak hanya yang
terkait erat dengan Teknologi Informasi atau
Sistem Informasi, tetapi juga merambah ke
berbagai bidang termasuk kebijakan dan bisnis
pemerintah.

E-Government adalah penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah (seperti
Wide Area Network, Internet, dan Mobile
Computing) yang memungkinkan pemerintah
untuk mentransformasikan hubungan dengan
masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang

berkepentingan.  Dalam  prakteknya  E-
Government menggunakan internet untuk
melaksanakan  urusan ~ pemerintah dan

penyediaan pelayanan publik yang lebih baik
dan cara Dberorientasi pada pelayanan
masyarakat. Dengan E-Government, pemerintah
dapat memberikan manajemen dan layanan
berkualitas  tinggi, standar ~ dan transparan
kepada masyarakat di semua arah.

Tujuan utama dari E-Government adalah
peningkatan  efisiensi, kenyamanan,  serta
aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan
publik. Terlepas dari adanya peraturan,
Indonesia menjadi salah satu negara yang lambat
dalam menerapkan E- Government. Menurut
survei UN E- Government Knowledgebase pada
tahun 2014 tentang indeks pengembangan E-
Government, Indonesia tertinggal dengan
negara-negara lain di Asia seperti Korea Selatan
dan Singapura dalam menerapkan E-
Government. Untuk melihat perbandingan
dengan negara lain, penelitian pada tahun 2013
oleh tim Waseda University Jepang menemukan
bahwa Indonesia berada di peringkat ke-40 dari
55 negara di dunia 15. Di ASEAN, Indonesia
berada di bawah Singapura (1), Thailand (20) ,
Malaysia (24), Brunei (31), dan Vietnam (37).
Indonesia hanya berada di atas Filipina (41) dan
Kamboja (51). Di antara 20 negara APEC,
Indonesia menempati peringkat ke-18 di atas
Filipina dan Peru (46). Negara-negara lain
peringkat seperti Amerika Serikat (3), Korea
Selatan (4), Jepang (6), Australia (11), China
(27), Brasil (33), dan Rusia (34).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendukung model yang diusulkan yang
dijelaskan sebelumnya, makalah ini mencoba
untuk  memilih  metode terbaik  untuk
menganalisis dan mengukur data kesiapan E-
Government yang akan dikumpulkan dari semua
lembaga pemerintahan di Indonesia yang telah
menerapkan konsep E-Government. Melalui
sumber internet yang terkait dan didukung dari
situs web terpercaya.

Berdasarkan survei yang dilakukan UN E-
Government Knowledgebase terdapat 3 indeks
utama yaitu:

1. Online Service Index

2.  Telecommunication Infrastructure

Index
3.  Human Capital Index

Menurut survei E-Government dari PBB
melalui UN E-Government Knowledgebase
kemajuan signifikan sedang terjadi dalam E-
Government. Data survei beberapa tahun
terakhir yang didapat dari UN E- Government
Knowledgebase adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perbandingan Indeks & Peringkat E-
Government Indonesia dengan Beberapa Negara
dalam Beberapa Tahun Terakhir

2012 2014 2016 2018

Tahun

/

Negara I P I P I P I P
.8

5]

g 0.4949| 97 |0.4487( 106 | 0.4478 | 116 [0.5258 | 107
(=]

.8

2

= 0.6703| 40 [0.6115( 52 |0.6175| 60 [0.7174| 48
=

go 0.8474| 10 [0.9076( 3 |0.8828| 4 [0.8812] 7
=

el

g

E 0.5093| 92 |[0.4631( 102 | 0.5522| 77 [0.6543| 73
[_4

<

R=

é“ 0.5130| 88 [0.4768 | 97 |0.5766| 71 [0.6512| 75
S5
*Keterangan :

- I = Indeks
- P =Peringkat
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Indeks Penerapan E-
Government
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Gambar 1. Indeks Penerapan E-Government
*Keterangan : Semakin Tinggi Indeks Semakin Baik
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Gambar 2. Peringkat Penerapan E-
Government

*Keterangan : Semakin Rendah Peringkat
Semakin Baik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan E-Government di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa
indeks dan peringkat penerepan E-Government di
Indonesia  masih  terbilang rendah  jika
dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.
Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan E-
Government di Indonesia belum maksimal
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Gambar 3. Indeks Penerapan E- Government Indonesia
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Gambar 4. Peringkat Penerapan E-Government
Indonesia

Berdasarkan Gambar 3 dan 4 indeks dan
peringkat penerapan E-Government Indonesia
mengalami penurunan dan peningkatan. Dari
tahun 2012 s.d. 2016 Indonesia mengalami
penurunan indeks dan peringkat yang cukup
drastis, namun pada tahun 2016 s.d. 2018
indeks  dan peringkat E-Government di
Indonesia mengalami  peningkatan  yang
cukup signifikan. Hal ini memperlihatkan
bahwa 2  tahun  terakhir = pemerintah
Indonesia mulai memperbaiki penerapan E-
Government di Indonesia.
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4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan data dari UN E-Government
Knowledgebase serta berdasarkan hasil dan
pembahasan, penerepan E-Government di

Indonesia masih terbilang rendah dari beberapa
negara lainnya di Asia Tenggara, namun pada 2
tahun terakhir Indonesia mulai meningkatkan
kualitas E- Government yang ada dalam proses
tata kelola untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam
pemerintahan.

Saran

Penenilitan ini perlu dilakukan penyempurnaan
untuk mendapatkan nilai indeks dan peringkat
yang relevan dalam penerapan E-Government
di Indonesia karena mengingat metode yang
dipakai dalam pembuatan penelitian ini
bersifat analisis.
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